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ABSTRAK

Hal ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pajak bagi penerimaan Negara
sebagai sumber peningkatan keuangan daerah. Untuk mencapai tujuan yang
dimaksud, maka pemerintah melakukan berbagai macam usaha. Salah satu cara
yang dilakukan pemerintah.yaitu dengan melakukan bagaimana pemungutan
Pajak Bumi _dan Bangunan untuk menambah Pentapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten® Kampar, Kecamatan Bangkinang Kota. Dengan dilakukannya
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, maka pemerintah mengharapkan
penerimaan pajak dapat lebih optimal dan-mencapai target yang sudah ditetapkan
oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang Kota.

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana
pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kampar
Kecamatan Bangkinang Kota, dan faktor apa saja yang menjadi penghambat
pelaksanaan “Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kampar
Kecamatan Bangkinang Kota, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar
No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Penelitian ini tergolong jenis observational research yaitu dengan cara
survey, artinya melakukan langsung penelitian dilapangan untuk memperoleh data
yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara
dan kuesioner. Sedangkan sifatnya adalah deskriptif yaitu untuk memberikan
gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini adalah Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
berdasarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011 Kabupaten Kampar tentang
Pajak Bumi dan_ Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam menunjang
Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum terlaksana dengan efektif, hal ini dapat
dilihat dari penerimaan seluruh Pajak Daerah realisasi terhadap Pajak Bumi dan
Bangunan pada tahun 2017 hanya 11 % dan pada tahun 2018 hanya 10 %.
Adapun faktor-faktor “yang mempengaruhi pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang kota yaitu (1) faktor
ekonomi, yang mana penghasilan wajib pajak hanya cukup untuk memenuhi
kebutuhan pokoknya saja, (2) kurangnya kesadaran masyarakat, banyaknya
masyarakat wajib pajak yang sibuk dengan urusannya sehingga lupa untuk
membayar pajak, (3) kurangnya sosialisasi, sosialisasi dilakukan hanya 1 (satu)
kali dalam setahun dan ditambah dengan pemasangan baliho disetiap jalan
Kecamatan Bangkinang Kota, (4) rendahnya sanksi, sanksi administrasi berupa
bunga hanya sebesar 2%.

Kata Kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kampar Kecamatan
Bangkinang kota, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemungutan.
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BAB |

PENDAHULUAN
A.
yak penerimaan
dari bertk bayaran pajak
yang di | Lﬂ! ﬂ erwujudan peran
serta dala kat yang adil dan
makmur sesué ta Yt : an de pancasila dan Undang-
Undang Da:
publik. Salah satu
yang menja »ﬂ segala sesuatu yang
menyangkut I Indonesia di atur
dalam Undang an 1945 dicantumkan
dalam Pasal 2 k oleh Negara, yang
berbunyi “Pajak da aksa untuk Negara diatur
dengan Undang-Undang dalam Undang-Undang No 28

Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan‘retribusi daerah.Dan di daerah Kampar diatur

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011.

Pajak merupakan salah satu penerimaan Negara yang sangat penting

peranannya dalam pembangunan nasional guna meningkatkan kemakmuran dan



kesejahteraan masyarakat. Diperlukan sebuah tindakan atau sebuah kebijakan agar
pemungutan pajak dapat terealisasi atau berjalan sesuai dengan target yang telah
ditetapkan oleh pemerintah, pengelola harus menjalankan semuanya sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang-berlaku agar.dapat mewujudkan peranan yang besar
Pdalam_melaksanakan dan melancarkan kegiatan pembangunan nasional. Realisasi
pajak tidak akan berjalan dengan baik-apabila mmasyarakat sendiri belum sadar akan
kewajibannya membayar pajak, sebab ada sebagian dari masyarakat yang cenderung
menghindari_pajak, padahal pajak sendiri akan dikembalikan kemasyarakat dalam
bentuk fasilitas ataupun pelayanan umum lainnya yang dibutuhkan masyarakat guna

mensejahterakan masyarakat.

Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.Pajak
pusat adalah pajak yang dikutip dan dikelola langsung oleh pemerintah pusat.
Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang pengelolaan dan pengutipannya
langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik itu kota/kabupaten maupun
provinsi guna memenuhi pendapatan daerah. Pajak daerah adalah iuran yang wajib
dilakukan oleh orang pribadi atau kepada daerah tanpa imbalan langsung yang
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah (Prakosa:2015).

Dengan lahirnya berbagai kebijakan pemerintah dan seiring dengan adanya

reformasi dibidang pemerintahan yang mengakibatkan perubahan paradigma
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pemerintahan baik ditingkat pusat maupun daerah, maka Undang-Undang Nomor 25

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Sumber daya manusia yang tangguh akan mampu meningkatkan pelayanan

Bangunan andalan : diayaan pembangunan,

akan sema

Unda J P 1: kanlah termasuk
perubahan dal E 1ya, tetapi_hanya me yempurnaan pajak
yang ada da E G asye Khususnya masyarakat

wayjib pajak.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 tahun 2011

tentang Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan menyatakan bahwa:



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

A. Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan

salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiyai

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan atau pertambangan.

b. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :
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1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu komplek bangunan seperti

hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan

dengan komplek bangunan tersebut.

tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan

itu.
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4. Merupakan hutan lindung, hutan suka alam, hutan wisata, taman

nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh kota, dan tanah

negara yang belum dibebani suatu hak.

Tahun Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah 1
(satu) tahun kalender.
Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek

pajak pada tanggal 1 Januari.
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Tata cara pemungutan dan Tata cara penetapan pajak di atur dalam peraturan

daerah kabupaten Kampar BAB VIl pasal 10 yaitu :

a. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

pemungutan paja | gunar < asikan, dilihat dari

target yang tela rimaan pajak Bumi

dan Bangu pendapatan daerah
menarik PBB akan

tertentu dan akan

daerah.

Pada Tabel 1.1 berikut dapa realisasi penerimaan pajak Bumi dan

Bangunan di daerah Kabupaten Kampar.

Tabel 1.1
Daftar Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten

Kampar Tahun 2017-2018
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2017 2018
Jumlah Jumlah

NO | Nama Kecamatan | Wajib Realisasi Wajib Realisasi

1. 162,372,413
2. 87,250,412
3. 263,311,564
4. 2,169,284,435
5. 133,093,676
6. 34,588,012
7. 36,229,378
8. 101,454,536
9. 12,619,895
10. 337,517,265
11. 32,720,946
12. 137,041,662
13. | Perhentian Raja 252,972,538
14. | Rumbio Jaya 2,774 194,112,118 2,553 182,873,949
15. | Salo 823 47,287,629 849 46,442,237
16. | Siak Hulu 10,966 | 2,605,783,101 | 9,912 1,327,501,448
17. | Tambang 9,562 838,316,425 7,223 640,565,363
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18. | Tapung 18,811 | 1,229,872,598 | 17,636 | 1,098,013,194

19. | Tapung Hilir 16,560 | 1,007,652,367 | 17,393 | 1,047,391,648

20. | Tapung Hulu 3,599 255,680,083 2,872 221,276,483

21. | X1l Koto

23,875,245

*“‘I ‘t n “\“ i. .

A
240 | 8332 86,2

-

0,017,572,989

pada tahun 3 )é wajib pe 3 erimaan Pajak Bumi

dan Bangu

di tahun Kampar memiliki
Pendapatan i tahun 2017-2018
kabupaten ' ) 2 & Daerah yang akan

nasional. Pajak dapat menjadi sala ment bagi pemerintah untuk mengukur
seberapa besar kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau mendanai
penyelenggaraan Negara dan mengukur tentang nilai pendapatan dan kesejahteraan

rill masyarakat (Mudzakir:2011).
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Pajak Bumi Bangunan merupakan salah satu dari Pajak Daerah. Tujuan untuk
mencari dan memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya membawa kewajiban

menyerahkan sebagian kepada Negara dalam bentuk pajak untuk membantu Negara

tersebut ke

dipaksakan (se

(Siahaan:2

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan Bangunan. Bumi adalah
permukaan bumi atau tubuh bumi yang ada dibawahnya, termasuk perairan.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada

10



tanah dan/atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha

(Mokamat:2009).

Salah satu tujuan_pembayaran pajak ini untuk meningkatkan pendapatan asli
daerah, guna untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan suatu daerah. Pajak
Bumi dan Bangunan yang diterima merupakan pemasukan penting bagi daerah untuk
meningkatkan pendapatan.asli-daerah.” Oleh Kkarena itu kemampuan suatu daerah
untuk menarik PBB akan mempengaruhi perkembangan dan. pembangunan di
wilayah tersebut dan akan mempengaruhi seberapa besar kontribusi penerimaan PBB
terhadap APBD suatu daerah. Semakin besar penerimaan PBB terhadap APBD, maka

akan semakin kecil ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Peranan pajak adalah sebagai salah satu.sumber pendapatan bagi daerah yang
penting guna membiyai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan
daerah untuk menetapkan otonomi daerah yang-luas, nyata dan bertanggung jawab.
Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan asli daerah adalah pajak
Bumi dan Bangunan (PBB). Jenis pajak ini merupakan jenis pajak yang tertua dalam
sejarah pengenaan pajak kepada warga masyarakat merupakan pajak yang paling
sederhana pelaksanaannya. Ketentuan pokok yang mengatur Bumi adalah pasal 33
ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menctapkan bahwa: “bumi dan air dan
kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Sedangkan hubungan yang berupa hak

11



penduduk/warga Negara atas tanah dan air yang merupakan bagian dari bumi diatur

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Pemerintah tentu mempunyai cara bagaimana supaya pemungutan pajak yang
dilakukan di Kabupaten Kampar ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan
daerah 'yang telah ditetapkan, dan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak
terhadap kewajibannya sehingga-bisa ‘menjadi’ penentu tinggi rendahnya partisipasi
masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Aturan dan kegiatan
pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Kampar ini diatur dalam

peraturan daerah No 11 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil Pajak Bumi dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kampar
yang memiliki _target yang dicanangkan setiap.tahunnnya. Jadi dapat disimpulkan
pada tahun 2017 dan tahun 2018 masih banyak wajib pajak yang tidak membayar
pajak sehingga akan sangat berpengaruh; terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
untuk melakukan pembangunan di daerah Kabupaten Kampar. Berdasarkan pasal 11
perda Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011 yang berbunyi “Bupati atau Pejabat lain
yang ditunjuk dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Dalam hal ini
terdapat PBB terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) jumlah
kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2%
(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak terutangnya

pajak. SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran
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dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, dan ditagih

melalui STPD”.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk

| DAERAH

KOTA

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

13



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan

(PBB) di kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang kota.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat

D. TINJAUAN PUSTAKA
Untuk lebih mendukung peneitian ini, penulis akan mengemukakan beberapa
landasan teori yang merupakan pendapat pendapat para ahli yang sesuai dan

berhubungan dengan judul yang penulis kemukakan di atas.

14



Hukum pajak merupakan hukum fiskal yang berasal dari kata fiscus yang
artinya kas atau keuangan Negara. Menurut Kusumadi pujosewojo, mengatakan
bahwa hukum pajak adalah keseluruhan aturan hukum tentang pemungutan

pajak.(Kusumadi:1961)

Pengertian fiskal dengan pajak agak berbeda. Kata fiscal berarti memasukkan
uang sebanyak-banyaknya ke' -dalam kas“Negara termasuk denda dan sitaan,
sedangkan pajak mempunyai tugas lain, yakni disamping mengisi kas Negara juga
mempunyal tugas mengatur masyarakat dalam segala bidang, bidang sosial,
ekonomi/keuangan, politik dan kebudayaan. Adakalanya pajak memasukkan uang
sedikit sekali bahkan nihil sama sekali untuk kas Negara, justru dianggap mencapai
sasaran (Sindian:1968).Contohnya sekitar tahun 1966, pemerintah mengadakan pajak

nol persen terhadap para pedagang yang mengimpor beras ke Indonesia.

Dalam Negara modern, setiap jpemungutan pajak membawa kewajiban untuk
meninggikan kesejahteraan umum. Negara memungut pajak membawa konsekuensi
bahwa Negara mutlak harus berusaha meninggikan kesejahteraan masyarakat. Negara
dapat memberikan berbagai. macam pajak kepada rakyatnya yang memberatkan untuk
satu dua tahun tanpa adanya reaksi apapun, akan tetapi tidak adil, jika pengorbanan
rakyat itu tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat banyak

(Mr.Sindian:1965).

Selanjutnya pengertian Bumi adalah yang termasuk permukaan Bumi dan

tanah yang ada dibawahnya. Secara umum bumi adalah sama dengan tanah termasuk
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tanah pekarangan, sawah, empang, peraiaran, pedalam serta laut wilayah Indonesia

(Rimsky:1999).

Barata dan Trihartanto menjelaskan bahwa_penerimaan atau pendapatan

laksanakan badan pemerintahan's U fungsi essensial. Salah satu cara untuk
mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan, yaitu
dengan cara menggali sumber dana yang berasal dari dalam negri berupa pajak yang
digunakan untuk pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama

(Waluyo,1999:1).
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Tanpa adanya pemungutan pajak, keuangan di indonesia akan lumpuh karna,
pajak merupakan pemasukan utama bagi Negara Indonesia. Negara Indonesia saat ini

adalah sebagai Negara yang berkembang, maka dari itu Negara Indonesia menjadikan

ndang-Undang
Dasar 194 dengan undang-
undang”. Sedan ceuanga ; ndang Keuangan
Negara N semua hak dan
kewajiban negar J day i i . 1: | esuatu baik berupa
uang maup s E apé adikan 'm ara berhubung dengan

pelaksanaan

pengambilan keputusan sampai denge anggung jawaban.

2. PENGERTIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH (APBD).
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APBD merupakan anggaran daerah, menurut Undang-Undang No. 32 tahun
2003 “APBD adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang di

bahas dan di setujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam

. Pemberian kuasa da epada kepala daerah untuk melakukan
pengeluaran dalam menjalankan pemerintahan daerah.
3. Penetapan kewenangan kepala daerah untuk  menjalankan

pembangunan dan memberi pelayanan kepada masyarakat.
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4. Bahan supaya melaksanakan pengawasan dapat lebih baik. Makna
pengawasan bahwa anggaran daerah dapat menjadi pedoman untuk
menilai berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

E.

pungutan, tetapi han erupe Are eh at kepada raja dalam
memelihare _ £0a : 1 g Negara terhadap
serangan m ar, membuat jal 1 al pegawai kerajaan
dan sebagainya i pe _- 0 1k sfjaan-pekerjaan untuk
kepenting :

memiliki 50 )i te yang kaya, dapat

Mula-mula pada bidang pemungutan pajak ini terdapat penyalahgunaan dan
beban pajak yang tidak dibagi secara merata. Salah satu penyalahgunaan dalam
bidang ini ialah pemberian hak istimewa berkenaan dengan pemungutan pajak atau
malahan pemberian pembebanan pajak kepada orang-orang atau kelompok-kelompok

tertentu dengan dalih bahwa orang-orang tertentu telah berjasa kepada Negara atau
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raja. Sedangkan rakyat jelata pada waktu itu dikenakan berbagai macam pungutan

yang sangat memberatkan. Keadaan inilah sebeb timbulnya Revolusi Prancis.

Sementara itu timbul lah semboyan semasa revolusi yang diteriakkan oleh rakyat

yang berpotensi menjadi sumber pemasukan bagi pendapatan asli daerah (PAD).
Pajak bumi dan bangunan merupakan potensi besar untuk menghasilkan penerimaan
daerah guna untuk melaksanakan pembangunan suatu daerah.

Mencermati batasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimaksud dapat

ditegaskan bahwa pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan
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atas harta tidak bergerak dengan objek Bumi dan Bangunan. Namun tidak semua
pajak bumi dan bangunan yang mempunyai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang

sama tergantumg pada letaknya/lokasinya, peruntukan, pemanfaatan dan kondisi

F.
tuk mendapatkan

keakuratan data ) kita perlukan te . elitian ini bersifat
penelitian desk a : c -H ‘ nda mbaran yang utuh
dari data-da mengenai masalah
yang terjadi dalam pem a 0 li kabupaten Kampar
Kecamatan

2.

Lokasi merinahan Kabupaten
Kampar Kecamatan E ’Q a penelitian mengenai pajak bumi
dan bangunan ini di sebab ‘ adanya ind pajak bumi dan bangunan belum

dilaksanakan secara optimal dan realisasinya belum memenuhi target PAD yang telah
ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota. Kantor
yang menjadi obyek penelitian ini adalah kantor Badan Pendapatan Daerah

(BAPENDA) Kabupaten Kampar Kecamatan Bangkinang Kota.
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3. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini dibedakan atas :

a. Data Primer

a.

Yaitu, daftar pertanyaan yang sistematis untuk mendapatkan data yang
butuhkan langsung dari responden yang diajukan kepada wajib pajak Bumi
dan Bangunan di kabupaten Kampar Bangkinang kota.

b. Wawancara
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Yaitu, proses Tanya jawab secara lisan dengan kepala Kantor Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar serta responden wajib pajak lainnya

terhadap masalah yang menyangkut pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan

A
2
RSO E) S

‘\ﬁ\\"\

h

Daftar Pop

Persentase

No (%)

1 100%
Pendapatan Daereh (Bape

2 Wajib pajak kecamatan | 1,978 140 5%
bangkinang kota

Sumber data: data olahan, tahun 2017-2018
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b. Sampel
Dari jumlah populasi di atas, maka penentuan jumlah sampel adalah dengan

teknik cluoster sampling (sampling daerah) yaitu teknik penentuan sampel bila objek

maka diadakan suatu
a adalah proses
dan satuan uraian
dasar sehingga-dapa @n teme itemuka esiS kerja seperti yang
Ipun data sekunder

dianalasis dengan

sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.
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BAB Il
TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan UmumsTentang Hukum Pajak

tentang ha ajiban manus a em aji/upah dari pekerjaan

membawa k

Demikian juga der K. menca eroleh penghasilan
sebanyak-banyakny 3 o agian kepada Negara
dalam bent a ikan kesejahteraan

umum. Begitu g 8 : : iliki ), mobil, dan barang

pemerintahan yang sudah maju, maka tiap kenaikan tarif pajak selalu dipertanyakan
olen rakyat melalui wakil-wakilnya dan bila perlu menggunakan hak untuk
memprotesnya, dan kadang-kadang Undang-Undang yang diusulkan itu (undang-

undang tentang kenaikan tarif pajak) tidak mendapat persetujuan dari parlemen,
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sehingga Undang-Undang itu tidak bisa di berlakukan. Betapa tidak, karena setiap

pemungutan pajak adalah penyerahan hasil keringat rakyat yang diperoleh dengan

susah payah.

Sece ajak adale ungl arakat oleh Negara
(pemerintah) bere unda - g be vaksakan dan terutang
oleh yang

prestasi/balas jas : ), Ya e akan untuk membiayai

P.J.A Andriani merumuska adalah iuran kepada kas Negara yang dapat
dipaksakan yang terutang yang wajib pembayarannya menurut peraturan-peraturan,
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya
adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara

untuk menyelenggarakan pemerintahan.
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Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang

melekat pada pengertian pajak yaitu :

a. Pajak dipungut oleh Negara,baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah

ya kontraprestasi
g yang diperoleh
an langsung antara

ecara individu.

memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik

sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Fungsi Pajak
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Sebagaimana telah diketahui cirri-ciri yang melekat pada pengertian pajak

dari berbagai definisi terlihat adanya dua fungsi pajak sebagai berikut :

1. Fungsi penerimaan (Budgeter)

berupaya ' me ak—ba , gara. Upaya tersebut
ditempuh denga a ekstensifika : : pgutan pajak melalui
penyempurnaa - : I 2nghasilan (PPh), Pajak
Pertambaha ' an Pajak Penjuals ewah (PPnBM), Pajak

Bumi dan Bangu

menguntungkan.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud

dengan fungsi pajak adalah sebagai sumber dana yang digunakan oleh pemerintah
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untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan tugas-tugas rutin negara

dalam rangka melakukan pembangunan.

3. Hukum Pajak

m pajak adalah
suatu kum antara pemerintah
sebagai pe engan lain perkataan

hukum paj

Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Hukum pajak merupakan salah satu bagian dari Hukum Administrasi Negara.

Ada aliran yang meghendaki supaya hukum pajak merupakan ilmu pengetahuan yang
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berdiri sendiri terlepas dari Hukum Administrasi Negara. Sebagai pelopor dari aliran

ini adalah Prof. Andriani dengan alas an :

a. Hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain dari pada pajak dapat

pembebasan pajak, dan pengemba ak (restitusi) juga menyangkut ketentuan-
ketentuan yang memberi hak tagihan kepada Fiscus.

2. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal adalah peraturan-peraturan pelaksanaan dan pemberi

petunjuk kepada administrasi pajak dan Wajib Pajak supaya pajak dapat supaya pajak
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dapat dikenakan atau dipungut secepat-cepatnya. Dengan kata lain, Hukum Pajak
Formal merupakan peraturan-peraturan mengenai cara mengenakan Hukum Pajak

Materil menjadi kenyataan. Agar Hukum Pajak Materil dapat berlaku efektif, maka

sy ini mengatur beberapa hal

S L

a. Pajak langsung

Adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang
bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya pajak
penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

b. Pajak tidak langsung
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Adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain.
Oleh karena itu, pajak tidak langsung tidak bisa dipungut secara berkala, pajak hanya

bisa dipungut apabila terjadi perbuatan atau peristiwa tertentu yang menimbulkan

enjadi 2 (dua),

pemerintah pusat

yang pelaks &gf lila 4_ h keme ti angan dalam lingkup direktorat

Adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wilayah pajak.
Dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat
dengan keadaan materialnya, yaitu gaya pikul. Gaya pikul adalah kemampuan wajib
pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum (R. Sant0so,1995:79).

Contohnya pajak penghasilan.
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b. Pajak Objektif
Adalah pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan

timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru mencari subjeknya baik orang

di Indonesi

1) : ang ahu ah diubah untuk yang

bah untuk keempat

or 36 Tahun 2008

Atas Barang Mewah.

4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai.
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5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (PBB), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 1994.

an yang tegas,

baik un ' § i epada rakyat selaku

menyangkut pa etapkan dala ng. L ang-Undang Dasar

1945 dica asal 23 ayat 2 s Y : : ! emungutan pajak oleh

kekayaan rakyat yang diserahkan kepada Negara.
Biasanya peralihan kekayaan dari sektor satu atau ke sektor lain tanpa adanya
kontraprestasi (jasa timbal), hanya dapat terjadi, bila terjadi suatu hibah, kekerasan

dan perampasan atau perampokan.
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Itulah sebabnya mengapa di inggris berlaku suatu dalil yang berbunyi :No
taxation without representation (tidak ada pajak tanpa Undang-Undang) dan

Amerika: taxation without representation is robbery (pajak tanpa Undang-Undang

h
»
(92}
@
S
=
=
o
@
S
Q
QD
=]

£ E N

RATNAN

kan sebagai alas,
sebagai dass salahan. Lazimnya
suatu pemu ) merupakan ukuran

untuk menen

1. Equality (asas persamaan). Asas ini menekankan bahwa pada warga
negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan
sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka

masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima
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dibawah perlindungan negara. Yang dimaksut keuntungan disini adalah

besar kecilnya pendapatan yang diperoleh dibawah perlindungan negara.

2. Certainty (asas kepastian). Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak,

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang
muncul karena adanya keutungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang
atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya.

Ada beberapa macam pengertian atau definisi mengenai Pajak Bumi dan

Bangunan yang diungkapkan oleh beberapa ahli, tetapi pada intinya berbagai defenisi

36



nery we[sy sejsIdAiu ) ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

tersebut mempunyai inti dan maksut yang sama. Di antara para ahli mendefenisikan
pajak bumi dan bangunan seperti berikut : Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak

yang dikenakan atas Bumi dan Bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau

yaitu bumi

besarnya ba

a. Rumah tinggal.
b. Bangunan usaha.
c. Gedung bertingkat.

d. Pusat perbelanjaan.
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e. Pagar mewah.

f.  Kolam renang.

g. Jalan tol.

12 Tahun 1985, s¢ & i 0a dang No. 12 tahun

1994.

kabupaten/kota.
Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, pada BAB VI

membahas mengenai wilayah pemungutan, masa pajak, perhitungan dan saat pajak
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terutang, seperti yang disebutkan dalam pasal 9 ayat 1, 2 dan 3 yang berbunyi sebagai
berikut :

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang

tentang Pa : dan Bangunan Perdesaa aan, pada BAB VII
membahas : . an, masa “! gan dan saat pajak

terutang, se

1. ati ¢ ja i itur d itkan Surat Tagihan

Q a ‘ urangan pembayaran sebagai

akibat salah tulis @

c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau

denda.
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Sedangkan, untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan

(PBB P3) masih dibawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jendral

Pajak (DJP).

subjek dan objek PBB, kini kita juga perlu tau dasar pengenaan pajak bumi dan
bangunan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
NJOP merupakan harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli

tanah. Dalam hal ini, objek pajak nya adalah bumi dan bangunan. Setiap tahun,
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biasanya menteri keuangan dengan mendengarkan pertimbangan bupati/walikota

menetapkan NJOP. Penetapan tersebut didasarkan atas sejumlah hal sebagai berikut:

1. Dasar penetapam NJOP bumi

12.000.000, untuk setiap wajib pajak.

NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak) merupakan batas Nilai
Jual Objek Pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya
NJOPTKP di masing-masing wilayah memang berbeda-beda. Namun, berdasarkan

keputusan mentri keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 ditetapkan, NJOTKP untuk
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setiap daerah kabupaten/kota setinggi-tingginya senilai Rp12.000.000 dengan

memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak 1

Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) merupakan dasar penghitungan PBB. NJKP
juga dikenal sebagai assessment value atau nilai jual objek yang akan dimasukkan
dalam perhitungan pajak terutang. Artinya, NJKP merupakan bagian dari NJOP.

Dalam KMK Nomor 201/KMK.04/2000, terdapat ketentuan persentase NJKP

sudah ditetapkan oleh pemeritah. Berikut ini rinciannya:
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1. Objek pajak perkebunan sebesar 40%.

2. Objek pajak pertambangan sebesar 40%.

3. Objek pajak kehutanan sebesar 40%.

Kumantan Kecamatan Bang Q h ““

Wilayah Kelurahan Bang iki batas batas sebagai berikut :
a. Sebelah Utara dengan Sungai Kampar
b. Sebelah Selatan dengan Desa Ridan Permai

c. Sebelah Timur dengan Desa Kumantan

d. Sebelah Barat dengan Kelurahan Langgini
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Kelurahan Bangkinang Kota berada pada ketinggian 40m diatas permukaan
laut dan mempunyai luas wilayah 2712 Ha. Sebagian besar wilayah kelurahan

bangkinang merupakan daerah daratan (95%) dengan kemiringan rata-rata 8-14%,

daerah dialiri Sung dan _beberapa.sur 1g ikut mengaliri wilayah

“\%\“‘ .aa nah yang subur

Berdasarkan data oeroleh dari k kelurahan Bangkinang

tahun 2018,
a.
No Persentase
1 6.574 51.4%
2 Perempuan 6.203 48.5%
Jumlah 12.777 100%

sumber data : Kantor Kelurahan Bangkinang 2017-2018
Berdasarkan sumber data diatas bahwa penduduk Kelurahan Bangkinang

berjumlah 12.777 jiwa. Dengan jumlah laki-laki 6.574 jiwa atau 51.4%, dan jumlah
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perempuan 6.203 jiwa atau 48.5%. Dari jumlah diatas dapat dilihat bahwa jumlah

laki-laki lebih besar dari jumlah perempuan.

Penduduk Kelurahan Bangkinang jika dilihat berdasarkan klasifikasi usia

dapat dilihat pad

No Lakizlaki |j Per Persentase
1 n\d 2.89%
2 6.14%
3 4.33%
4 £ u ] 32.63%
5 1 h 640 = 9.73%
6 | 2 ' 35 = 5.33%
7 [ 2 o | 33 1 33 5.72%
8 3 ] 5.68%
9 3 n I > 5.00%
10 41 /3 r A 3 4.71%
11 | 46 - 87 4.59%
12 | 51-55Ta 595 4.65%
13 | 56-60 561 4.39%
14 | 61-65Ta 170 1.33%
15 66 — 70 Tahun 145 1.13%
16 | 71-75Tahun 47 96 0.75%
17 | 76—80 Tahun 41 37 78 0.61%
18 >80 Tahun 24 17 41 0.32%

Jumlah 6574 6203 1277 100%

Sumber data : Kantor Kelurahan Bangkinang2017-2018
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Dari tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa berdasarkan tingkat usia jumlah
penduduk berusia 0-12 bulan berjumlah 370 jiwa, penduduk berusia 1-5 tahun

berjumlah 785 jiwa, penduduk berusia 6-10 tahun berjumlah 554 jiwa, penduduk

berjumlah . Id va, penduduk berusia
51-55 tahu rjumlah 561 jiwa,
penduduk perusia 66-70 tahun
berjumlah erjumlah 96 jiwa,

penduduk enduduk berusia >80

kegiatan yang bernuansa keagamaan seperti kesenian gubano yang syairnya berisikan
shalawat kepada Nabi, kesenian rebana dengan nyanyian islami yang memiliki oleh

hampir setiap kelompok majelis ta’lim di Kelurahan Bangkinang.
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Untuk pakaian adat lebih didominasi oleh pakaian melayu Riau asli dengan
pelaminan yang khas dan rumah adat yang dikenal dengan rumah adat lantiak. Pesta

adat perkawinan tradisional atau pesta tradisi lainnya seperti ziarah kubur pada hari

disajikan dalam jambau kav . 1 has Kabu aten Kampar dan

No

o
&
)
o
r
&
&
2
2
P-4

gl B~ W N -

Dari tabel diatas dapat™a pahwa sarana pendidikan di Bangkinang
Kota berjumlah 18 tempat pendidikan, yaitu 9 Sekolah Dasar, 3 SMP, 3 SMA, 1

SMK, dan 2 PTN/PTS.
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BAB 111
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pemungutan Paja

Bumi dan Bangunan Dalam. Meningkatkan Pendapatan

berdasarka ) 3 ar : 2 aksakan dengan tidak
mendapat imba Secara 19SuNg 8 erfungsi  sebagai alat
pendorong,

keuangan negara

dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh untuk

kepentingan pembiayaan rumah tangga daerah.

Pajak pada dasarnya merupakan iuran yang berupa uang atau barang yang

dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya
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produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Pajak
merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat untuk menyerahkan sebagian dari pada

kekayaan kepada Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan

validasi data objek paja pat-lambatnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua)

tahun.

2. Dalam rangka pendataan, wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan harus mendaftarkan objek pajaknya.
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3. Pendataan dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek
Pajak (SPOP).

4. SPOP sebagaimana dimaksut pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amin Hadi sebagai pelaksana
bidang penagihan dan keberatan menyatakan bahwa, mengenai apakah wajib pajak

membayar pajak terutang berdasarkan SPPT, menyatakan :

“masyarakat wajib pajak membayar pajak terutang berdasarkan SPPT, dan
jika ingin membayar pajak terutang harus membawa SPPT (surat pemberitahuan
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pajak terutang) pajak bumi dan bangunan, dan apabila belum mendapatkan SPPT
datang ke kantor kelurahan atau ke RT/RW, kami membagikan SPPT kepada warga
lewat kelurahan atau RT/RW setempat pada awal tahun.”

Kemudian cara perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan juga diatur dalam

Peraturan Daerah K en Kampar No 11 Tah 11 tentang Pajak Bumi dan

6. Besarnya pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksut
ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksut ayat (2)
dikurangi Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksut

dalam ayat (1).
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Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Kampar No 11 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan pada pasal 11 ayat (3) yang berbunyi “SPPT yang tidak atau kurang
dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD”.

Bumi-dan bangunan memberikan ‘keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi
yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atau memperoleh
manfaat dari seseorang, oleh sebab itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan

sebagian dari manfaat atau kenikmatanyang di peroleh kepada Negara melalui pajak.

Di Kabupaten Kampar sendiri pengambilan kewenangan penerimaan pajak

bumi dan bangunan perdesaan.dan perkotaan dikelola.oleh Badan Pendapatan Daerah

(Bapenda) Kabupaten Kampar dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai
keputusan yang sudah ditetapkan olehi direktorat jendral pajak (DJP) pada tahun 2011
bahwa pajak pajak daerah yang telah diterima oleh pihak yang berwenang dapat

memberikan jontribusi maksimal dalam pembangunan daerah tersebut.

Adapun keterangan responden. tentang bagaimana pemungutan pajak bumi
dan bangunan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 11 tahun

2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 11I.1

Jawaban Responden Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 11
Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Kabupaten Kampar.
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No Kuisoner Jawaban Responden Persentase %

1 |Tau 18 12 %

2 | Tidak Tau 122 88 %
Jumlah 140 100 %

Sumber: Data Olahan.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten
Kampar No-11 Tahun 2011 ‘tentang’ pajak /bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan, menurut jawaban responden menyatakan bahwa hanya 18 atau 12 % orang
yang tau dan 122 atau 88 % orang tidak tau mengenai perda No 11 Tahun 2011,
dimana dalamhal ini masih banyak masyarakat Kabupaten Kampar yang belum

mengetaui tentang Peraturan Daerah (Perda) tersebut.

Dari hasil wawancara_dengan bapak Juprizal, sebagai pelaksana bidang

penagihan dan keberatan menyatakan bahwa :

“ masyarakat Kabupaten Kampar khusus nya Kecamatan Bangkinang Kota,
masih banyak yang belum mengerti tentang peratutan daerah yang telah ditetapkan
oleh badan pemerintahan, masih banyak dari wajib pajak Bangkinang Kota yang
tidak mengerti tentang peraturan tersebut, jadi banyak dari wajib pajak tersebut yang
menunggak membayar pajak nya tidak tepat waktu, karena mereka tidak memahami
peraturan yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan hasil*wawancara diatas bahwasanya di Kabupaten Kampar
khusus nya kecamatan Bangkinang  Kota banyaknya masyarakat yang tidak
mengetahui tentang peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga
mereka tidak menyadari bahwa penting nya pajak bagi pembangunan daerah
sehingga daerah tersebut lambat untuk melakukan pembangunan karna banyaknya

masyarakat yang acuh tak acuh atau tidak peduli kepada peraturan yang ditetapkan
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daerah. Dan yang menyadari atau yang tau tetntang peraturan tersebut hanya sedikit

sehingga ini bisa mengakibatkan bagi badan yang berwenang untuk melakukan

pemungutan pajak menjadi sulit.

untuk me angune emerintah daerah
Kabupaten
yang menggukar ‘ _, an akan - Bumi dan Bangunan,
namun kare | .

pembanguna

pembanguna

Jawaban Re Je ak mun an Pajak Bumi dan
- Kampar Berdasarkan

No Kuisoner al Persentase %

1 | Baik 81 %

2 | Tidak Baik 26 19%
Jumlah 140 100 %

Sumber : Data Olahan.
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Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan
yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menurut jawaban
responden 114 atau 81 % mengatakan baik, dan 26 atau 19 % mengatakan tidak baik.
Dimana dalam hal ini dapat.disimpulkan.bahwa pemungutan pajak bumi dan
bangunan yang dilaksanakan oleh Badapan Pendapatan Daerah terlaksana sesuai

dengan peraturan yang telah ditetapkan-oleh'badan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Darman (wajib pajak) mengenai
pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bangkinang Kota

menyatakan bahwa :

“dar1 badan penagihan pajak yang dilakukan oleh Bapenda, dilakukan dengan
baik dan sesuai-dengan peraturan daerah, tidak ada kekerasan, apabila kami terlambat
membayar pajak mereka memberikan sanksi berupa. bunga sebesar 2 % dan surat
teguran berupa SPPT. Cuma itu saja yang saya ketahui’.

Dari hasil wawancara diatas dengan salah satu wajib pajak menyatakan bahwa
pemungutan yang dilakukan oleh /BadanPendapatan Derah (BAPENDA) berjalan
dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2011. Yang mana
apabila wajib pajak telat untuk melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi
berupa bunga sebesar 2% dan memeberikan, teguran berupa Surat Pemberitahuan
Pajak Terutang (SPPT).

Tabel 111.3

Jawaban Responden Mengenai Penerapan Sanksi Administrasi Pajak Bumi
dan Bangunan Kabupaten Kampar Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2011.

No Kuisoner Jawaban Responden Persentase %
1 | Baik 119 85 %
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2 Tidak Baik 21 15 %
Jumlah 140 100 %

Sumber ; Data Olahan.

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa penerapan. sanksi administrasi pajak
bumi dan.bangunan terhadap wajib pajak yang. terhutang berdasarkan jawaban
responden dinyatakan bahwa, 119 atau 85 % menyatakan baik, dan 21 atau 15 %
menyatakan tidak baik: Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi administrasi
pajak bumi dan bangunan di daerah kabupaten Kampar terlaksana dengan baik dan

sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dasrel sebagai pelaksana bidang

penagihan dan keberatan menyatakan bahwa :

“kalau dalam Undang-Undang tentang PBB, begitu jelas sanksi-sanksi yang
diberikan kepada wajib pajak atau petugas pajak yang bersalah, seperti didenda atau
dipidana, tetapi kalau disini-kami memberi sanksi masih berupa bunga sebesar 2 %
dan ditambah bunga sebesar 2% jika telah diberikan surat teguran atas keterlambatan
tersebut. Itu pun diberikan kepada wajib pajak yang telat bayar. Kalau pidana belum
pernah terjadi.Karna kita mempunyai peraturan daerah yang telah ditetapkan, jadi
kami memberikan sanksi hanya berdasarkan perda yang telah ditetapkan, kami
bertujuan supaya wajib pajak sadar dengan kewajiban mereka sebagai wajib pajak”.

Berdasarkan asil . wawancara diatas . dapat disimpulkan bahwasanya
peneretapan sanksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap wajib pajak yang
terutang sesuai dengan pereturan yang telah dicantumkan di dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011. Berdasarkan pasal 11 perda Kabupaten
Kampar No 11 Tahun 2011 yang berbunyi “Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk

dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Dalam hal ini terdapat PBB
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terutang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) jumlah kekurangan pajak
yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap
bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan-sejak terutangnya pajak. SPPT yang
tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi

administrasi berupa bunga 2% (dua'persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Amin Hadi sebagai pelaksana
bidang penagihan dan keberatan mengenai, seberapa besarkah pengaruh Pajak Bumi
dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kampar

khususnya Kecamatan Bangkinang Kota, menyatakan :

“Kalau pengaruh pajak bumi dan bangunan.ini terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) pasti nya sangat berpengaruh, karena pajak bumi dan bangunan ini
salah satu omset terbesar bagi pemasukan daerah untuk melaksanakan pembangunan,
dengan besarnya penerimaan, pajak bumi dan bangunan tersebut akan meningkatkan
pendapatan pajak yang menjadi/salah, satu 'sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),
tetapi didaerah Bangkinang Kota ini. masih banyak wajib pajak yang terlambat
melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan, atau masih banyak yang
menunggak, jadi pambangunan daerah otomatis menjadi lambat, karna pemasukan
daerah tidak mencapai target.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya Pajak Bumi dan
Bangunan ini sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna
untuk melakukan pembangunan suatu daerah, jadi Pajak Bumi dan Bangunan adalah
salah satu pemasukan terbesar bagi daerah untuk terlaksananya pembangunan daerah.

Tetapi apabila masyarakat banyak yang tidak menyadari atau kurangnya kesadaran
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masyarakat untuk membayar pajak, maka pembangun daerah tersebut akan menjadi

lambat karena tidak sesuai pemasukan dengan target yang telah ditentukan.

Adapun Pajak Daerah Kabupaten Kampar yang menjadi pemasukan bagi

No
1
2
3
4
5 1,200,000,000
6
7
8
9 10,017,572,989
10 | Bea Perolehan 26,636,217,000
dan Bangunan
Jumlah 96,732,512,989

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Kampar

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak daerah
Kabupaten Kampar pada tahun 2017-2018 guna untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Kampar cukup baik, yang mana penerimaan tersebut
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bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak
Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan (pasir kerikil), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea

el
-

No Persentasi %

1 F‘ 9,8 %

2 ? 11,1 %
Sumber Data : Ba

atau 11,1 %. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Masih banyak masyarakat

yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dan ini sangat berpengaruh

59



terhadap pembangunan yang akan dilakukan, dan juga akan menjadikan suatu daerah

itu daerah yang tidak berkembang, karena banyaknya wajib pajak yang terutang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Wiliandri sebagai bagian
perencanaan dan data Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Kabupaten Kampar
mengenai, Apakah ada ketetntuan waktu yang ditetapkan oleh kewajiban perpajakan

terhadap wajib pajak yang:terutang, menyatakan:

“Kami memberikan ketentuan waktu kepada wajib pajak terutang selama 7
(tujuh) hari setelah jatuh temponya pembayaran pajak apabila mereka telat bayar, dan
kami juga memberikan surat teguran atau surat peringatan kepada wajib pajak
terutang terkadang kami juga mendatangi rumah mereka, dan -mereka memberikan
berbagai macam keluhannya.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya pihak kewajiban perpajakan
akan memebrikan waktu selama 7 (tujuh) hari kepada wajib pajak yang terutang, dan
apabila wajib pajak terutang belum membayar kewajibannya maka akan diberikan
surat teguran atau surat peringatan: Kepada-wajib pajak yang terlambat membayar
pajak. Pada Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar juga dijelas kan pada
bagian BAB IX tentang tata cara pengihan pajak, pada pasal 14 ayat 1,2,3 dan 6,

menyatakan :

1. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagali
awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari

sejak saat jatuh tempo pembayaran.
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2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau

Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi

pajak yang terutang.

daerah khususnya pemerintah Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar guna
lebih mengoptimalkan upaya untuk dapat meningkatkan hasil penerimaan Pajak
Bumi dan Bangunan secara maksimal dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh

petugas, selain petugas seluruh lapisan masyarakat juga harus ikut berperan aktif
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dalam mensuskseskan upaya pemerintah dengan membayar Pajak Bumi dan
Bangunan dengan tepat waktu dan saling mengingatkan kepada orang lain untuk

membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Zamhur S.T, sebagali

perwakilan kepala Badan Pendapatan Derah menyatakan bahwa :

“menurut kami yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajiban
nya yang pertama, faktor ekonomi, kurangnya kesadaran masyarakat atau wajib
pajak, dan rendahnya sanksi yang diberikan apabilla wajib pajak terlambat untuk
membayar kewajiban nya sebagai wajib pajak. Tapi yang paling berpengaruh disini
adalah faktor ekonomi, yang mana wajib pajak sering beralasan tidak mempunyai
uang dan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, apalagi dibangkinang kota ini
masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan hanya
mengandalkan dari hasil bumi, seperti petani karet, apabila hari hujan mereka tidak
bisa pergi kekebun untuk bekerja. Dan kurang nya sosialisasi mengenai pajak
sehingga masyarakat banyak yang tidak tau tentang peraturan pajak yang telah dibuat
oleh pemerintah daerah Kabupaten Kampar, jadi mereka beranggapan membayar
pajak ini tidak terlalu penting, dan kami akan meningkat kan sosialisasi ini agar
masyarakat sadar akan kewajiban nya sebagai wajib pajak, supaya tetap membayar
pajak agar terpenuhi target yang telah ditentukan.”

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa yang sangat berpengaruh
terdahap pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam meningkat pendapatan asli
daerah adalah faktor ekonomi dan sosialisasi yang menjadi permasalahan utama
dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan.ini. Dimana masyarakat banyak yang
mengeluh karna tidak mampu untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak.
Dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat
kurang mengerti mengenai peraturan daerah, bahwasanya pajak merupakan hal yang

sangat penting untuk melakukan pembangunan suatu daerah.
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Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwasanya faktor yang menjadi

penghambat pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu :

1. Faktor Ekonomi

Walaupun wajibh pajak memiliki sebidang tanah atau beberapa bidang tanah,
hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya
untuk membayar pajak,. . Beberapa ‘wajib“pajak. adalah orang yang memiliki
penghasilan rendah atau dalam golongan ekonomi rendah sehingga tidak mampu
membayar pajak untuk tanah atau bangunan yang dimilikinya. Adakalanya wajib
pajak yang tidak mampu membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan tersebut
adalah wajib pajak yang mendapatkan tanah dari- warisan orang tua mereka.
Kebanyakan dari mereka berpikir dari pada membayar denda lebih baik mencukupi
kebutuhan hidup yang semakin mahal.

Dari hasil wawancara-dengan bapak Bambang sebagai perwakilan wajib pajak
Bangkinang Kota menyatakan bahwa :

“ Saya sudah 2 tahun tidak membayar pajak, karena usaha saya akhir akhir ini
tidak berjalan dengan baik, uang yang saya dapat cuma pas untuk menafkahi keluarga
melengkapi kebutuhan pokok, membayar uang kuliah anak saya. Jadi karna itu saya
jarang sekali untuk membayar,pajak.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwasanya perekonomian
masyarakat yang rendah sehingga tidak bisa atau jarang untuk melakukan

kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan, yang mana wajib pajak ini

hanya mengharapkan uang dari hasil usahanya kedai harian dan berkebun, dimana
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hasil tersebut hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya saja,
sehingga tidak bisa untuk membayar pajak bumi dan bangunan.

Kenaikan pajak bumi dan bangunan membebani sebagian warga Kecamatan
Bangkinang Kabupaten Kampar, dari hasil..pengamatan bahwa tidak seluruhnya
warga Kecamatan bangkinang kota memiliki pendapatan yang sama serta pekerjaan
yang sama.

Terutama warga yang bekerja sebagai buruh bangunan dan pedagang, mereka
mendapatkan penghasilan yang tidak tetap, bisa untung dan rugi. Jika ada barang-
barang yang mereka jual dapat terjual dan mendapatkan pekerjaan di bangunan
pendapatan mereka hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Selain wajib pajak
belum memiliki‘uang untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, wajib pajak juga
merasa jika dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tidak ada imbalan secara
langsung dan terdapat wajib, pajak yang malas untuk membayar Pajak Bumi dan
Bangunan. Hal ini dapat menghambat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kurangnya Kesadaran masyarakat atau Wajib Pajak

Seorang wajib pajak-harus. menyadari.bahwa dengan kewajibannya membayar
pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah. Dengan
begitu wajib pajak akan membayar pajaknya karena merasa tidak dirugikan dari
pemungutan pajak yang dilakukan. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi untuk
membayar pajak maka kepatuhan membayar pajak pun akan tinggi dan akan

menambah pendapatan daerah. Dan apabila wajib pajak telah memenuhi dan
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memahami kewajibannya sebagai wajib pajak maka wajib pajak akan membayar
pajaknya.

Dari 140 (seratus empat puluh) orang jumlah wajib pajak yang diwawancarai
tidak semuanya yang membayar.pajak, yang.sudah membayar pajak hanya berjumlah
23 atau 16 % yang telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat waktu, dan yang
belum membayar berjumlah 117-atau 84 % yang belum membayar Pajak Bumi dan
Bangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Harahap sebagai perwakilan atas
nama wajib pajak Kecamatan Bangkinang Kota yang sudah membayar pajak,
menyatakan bahwa :

“saya sudah beberapa tahun belakangan ini selalu membayar pajak, karena itu
penting bagi saya pribadi, karena dari pajak-ini lah pemerintah bisa melakukan
pembangunan daerah, apabila daerah ini sudah berkembang masyarakat juga yang
akan menikmati hasil tersebut, maka bagi saya pajak itu penting untuk pembangunan
daerah ini”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk Elvi sebagai perwakilan atas nama
wajib pajak Kecamatan Bangkinang Kota yang belum membayar pajak, meyatakan
bahwa :

“Saya beberapa kali"didenda karena.terlambat bayar pajak. Ini dikarenakan
saya sibuk sehingga tidak ada waktu untuk pergi membayarnya, dan terkadang saya
juga lupa untuk membayar pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasanya wajib pajak sering terlambat
membayar pajak dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak

sehingga lupa untuk membayarnya, jadi dapat disimpulkan bahwasanya wajib pajak

kurang perduli ternadap kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan
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dan juga kurang mengetahui peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemrintah Daerah
sehingga ini menjadi suatu kesulitan bagi lembaga perpajakan dalam melakukan

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, dan hanya sebagian kecil yang sudah

)emerintah dapat
menyebab Pajak Bumi dan
Bangunan. ajib pajak dapat
menambah pajak serta dapat

Pajak Bumi dan

pemerintah untuk me .Q &‘ : informasi dapat dilakukan
dengan berbagai cara yaitu d dla massa atau dengan memasang
reklame yang ditempel dijalan daerah Kecamatan Bangkinang Kota serta dengan

mendatangi tiap RT/RW.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Zamhur ST sebagai perwakilan
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar, mengenai sosialisasi yang
diadakan kepada masyarakat wajib pajak, menyatakan bahwa :

“kami melakukan sosialisasi ke dearah daerah terkadang 1 (satu) kali dan
terkadang 2 (dua) kali dalam setahun, terkadang juga dengan cara memasang baliho

disetiap jalan yang ada dibangkinang kota ini, untuk mengingat kan masyarakat wajib
pajak supaya tidak lupa dengan kewajibannya untuk membayar pajak”

Berdasarkan hasil*wawancara dengan ibuk Mardiah sebagai perwakilan wajib

pajak desa langgini Kecamatan Bangkinang Kota, menyatakan:

“kami tidak pernah mendapatkan informasi mengenai pembayaran pajak ini,
kami tidak tahu kapan waktu membayarnya, lagi pula dari badan perpajakan juga
tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai pajak kesini, lagian saya juga jarang
membayar pajak tersebut.”

Dari. hasil wawancara diatas bahwasanya wajib pajak tidak pernah
mendapatkan informasi mengenai pajak tersebut, dan tidak pernah mendapat
sosialisasi darl Badan Pendapatan Daerah -sebagai pemungut Pajak Bumi dan
Bangunan Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang Kota, oleh karena itu mereka

tidak atau jarang untuk membayar kewajibannya sebagai wajib pajak.

Setelah PBB "menjadi pajak daerah,.banyak masyarakat yang belum
mengetahui tentang wajibnya membayar PBB, dikarenakan sosialisasi yang belum
maksimal. Hal tersebut menjadi tugas bagi pemerintah daerah untuk memberikan
penyuluhan tentang pentingnya membayar PBB. Salah satu cara yang telah dilakukan
adalah dengan memberi tugas tambahan kepada pekerja untuk terjun langsung ke

lapangan ke setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Bangkinang Kota.
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4. Faktor Rendahnya Sanksi

Adapun sanksi yang akan diberikan apabila wajib pajak tidak atau kurang

bayar seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 11

Berdasarkan Peraturan (PE Daerah yang telah ditetapkan oleh
pemrintah Kabupaten Kampar mengenai sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak
yang terlambat dalam membayar pajak sangat rendah, penerapan sanksi ini akan
berpengaruh kepada penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, apabila sanksi yang

dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat membayar kewajibannya sebagai
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wajib wajib pajak telalu rendah, maka masyarakat wajib pajak tidak akan
mementingkan kan pembayaran pajak ini, karena sanksi yang akan diterima apabila

telat bayar sangatlah minim, dan ini mungkin tidak berpengaruh juga terhadap

wajib paja . Ai membayar pajak dan akan
suatu daerah.
mengenakkan atau
pelaku perilaku
menyimpang. ja, denda atau kenaikan atas
ketidakpatuhan ajiban administrasi perpajakan.
Sanksi administrasi tic Q Qi ajiio pajak melainkan hanya berupa

\\‘%

penambahan jumlah pajak yang na ada sanksi administrasi yang harus
dibayar oleh wajib pajak.

Sanksi administrasi sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar menaati
ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban dibidang perpajakan.

Sekalipun sifatnya memaksa, pejabat pajak yang bertugas mengelolah pajak pusat dan
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daerah tidak boleh sewenang-wenang menerapkannya, agar tidak terjadi perbuatan

melanggar hukum pajak. Sanksi ini bukan sebagai penghukum namun mengingatkan

wajib Pajak agar teliti dan berhati-hati.

abel 111.6

Jawaban Responden Mengenai Penerimaan Sanksi Administrasi Berupa Denda

No Kuesioner Jawaban Responden Persentase %
1 | Pernah 112 80 %
2 | Tidak Pernah 28 20 %
Jumlah 140 100 %
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Sumber : Data Olahan

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa banyaknya dari wajib pajak yang terkena

sanksi administrasi berupa denda, yang mana dari 140 (seratus empat puluh) wajib

penagihan karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan, dan bunga
ketetapan karena bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan
pokok pajak (Djafar Saidi,2014:250)

Bunga pada umumnya dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan

kewajiban pembayaran pajak dan dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan
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utang pajak menjadi lebih besar. Misalnya, pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang berdasarkan SPT yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran

atau penyetoran pajak dikenai bunga 2% perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh

Jawaban 3 engenai ank asi Berupa Bunga
No ; | Persentase %

Per

SN

empat puluh)

ar
2
N
o
s
g
o«
|
=
jab)
:

pernah terkena

sanksi oleh wajib p

2
T

menghawatirkan pembay )3 Ut, karena sanksi administrasi berupa bunga
yang akan diterima wajib pajak ke payar hanya sebesar 2 %.
3. Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi administrasi yang

dikenakan kepada wajib pajak oleh pejabat pajak dalam rangka menegakkan hukum

pajak. Pengenaan sanksi administrasi berupa kenaikan hanya tertuju kepada wajib
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pajak yang tidak membayar lunas jumlah pajak terutang. Pada hakikatnya, sanksi
administrasi berupa kenaikan bertujuan agar wajib pajak tidak berupaya untuk

melakukan penghindaran pembayaran pajak karena dapat menimbulkan kerugian

dap ketentuan
enyelenggaraan
lah pajak yang
terutang ya a Undang-Undang
Nomor 28 ) 3 tue : Perpajakan.

Unt arkan wawancara
dengan bap

upaya yang dilakukan Ba ats o ampar adalah sebagai

berikut:

B. Mengadakan sosialisasi tiap tahun tentang pajak bumi dan bangunan yang
diharapkan dengan adanya sosialisasi ini masyarakat memiliki kesadaran
dalam membayar pajak.

Adapun mengenai ketidak mampuan wajib pajak dalam membayar kewajibannya
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pemerintah Kabupaten Kampar telah menetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA)
Kabupaten Kampar No 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan dalam pasal 20 ayat 2 huruf a menyatakan bahwa Bupati

Kabupaten K : ! di-Kabupaten Kampar
Kecamatan Ban ahwass 0 a-rata  terlambat dalam
melakukan an dikare t: ';_ - sanksi, kurangnya

kesadaran masyarakat dalam membays aj /é angnya sosialisasi,

membayar pajak yang didapatkan secara tidak langsung.
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BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

ngutan Pajak
11 Tahun 2011
n Perdesaan dan
(PAD) bahwa
efektif, yang mana
p Pajak Bumi dan

2018 hanya 10 %,
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3 q a . erupabunga ataupun denda.
Q [\ g
2. Adapun faktor-fakto

pengaruhi pemungutan Pajak Bumi dan

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

Bangunan Kabupaten Kampar, Kecamatan Bangkinang kota yaitu (1)
faktor ekonomi, yang mana penghasilan wajib pajak hanya cukup untuk
memenuhi  kebutuhan pokoknya saja, (2) kurangnya kesadaran

masyarakat, banyaknya masyarakat wajib pajak yang sibuk dengan
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urusannya sehingga lupa untuk membayar pajak, (3) kurangnya
sosialisasi, sosialisasi dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam setahun dan

ditambah dengan pemasangan baliho disetiap jalan Kecamatan

n, maka peneliti

par harus lebih
ansksi, dan harus
akukan penyuluhan
ar ini, khususnya

wajib pajak lebih

2. Kepada masyarakat wajib pajak Kabupaten Kampar khususnya
Bangkinang Kota agar dapat meninggkatkan kesadaran untuk membayar
pajak tepat waktu, karena pajak itu merupakan hal yang penting didalam
suatu daerah, agar daerah kita bisa melakukan pembangunan, dan menjadi

daerah yang berkembang.
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